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PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TASIKMALAYA

. a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

bahwa untuk penyelenggaraan ketentraman dan pembinaan
ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota perlu dibentuk dan disusun organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Tasikmalaya ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan
dalam Peraturan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) ;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4117) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
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Menetapkan :

( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952 ) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) ;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4263) ;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428) ;

12.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003
Nomor 2);

13.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

dan
WALIKOTA TASIKMALAYA,
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA  TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA TASIKMALAYA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;

-2-
http://bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp020.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/03pp008.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/03pp009.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04pp032.pdf

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah
Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;

7. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang
melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah
dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan
ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat
yang berwenang;

10.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
11.Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tasikmalaya;

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Tasikmalaya.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3
Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala dan
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
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Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

1.

Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;

Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum di Daerah ;

Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota ;

. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya ;

Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati
Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

Kepala ;
. Sub Bagian Tata Usaha ;

a
b

c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ;
d. Seksi Pengawasan dan Penyidikan ;
e

. Seksi Operasi dan Penindakan ;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana

tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan.

BAB IV
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 7

Polisi Pamong Praja berwenang :

1.

Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum
yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
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